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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI 
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  

KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN) 
 

 

Tahun Sidang : 2018-2019 

Masa Persidangan : I 
Rapat  Ke- : 09 
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari, tanggal           : Selasa, 18 September 2018 
Waktu : Pukul 10.00 WIB 
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK-IV)                                           

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 
Acara : Membahas RKA-K/L Tahun 2019 dan usulan program-program yang akan 

didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari 
Komisi 

Ketua Rapat : Drs. H. Roem Kono 
Sekretaris Rapat 
Hadir      

: 
: 

Drs. Budi Kuntaryo 
A. 39 Anggota dari 46 Anggota Komisi IV DPR RI 
B. Hadir Pemerintah: 

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM (Sekretaris Jenderal); 
3. Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH  (Inspektur Jenderal); 
4. Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari); 
5. Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc (Direktur Jenderal 

Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung); 
6.  Ir. Wiratno, M.Sc (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem); 
7. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr (Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan) 
8. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc (Direktur Jenderal  
    Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);  
9. Drs. M.R. Karliansyah, M.S (Direktur Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan); 
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M (Direktur Jenderal Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 
    11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc (Direktur Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim);  
 12. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc (Direktur  Jenderal Pengelolaan  

Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya); 
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M,Sc (Kepala Badan Penelitian,  Pengembangan, 

dan Inovasi); 
 14. Ir. Helmi Basalamah, MM (Kepala Badan Penyululuhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia); 
 15. Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);  
 16. Denaldy M. Mauna (Direktur Utama Perum Perhutani); dan 
 17. Sumardi (Plt. Direktur Utama PT. Inhutani I)  
  beserta jajarannya 
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I. PENDAHULUAN  

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dalam rangka membahas RKA-K/L Tahun 2019 dan usulan program-program yang 
akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, pada hari                       
Selasa tanggal 18 September 2018, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat                               
Drs. H. Roem Kono dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

 
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

 
1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan 

Restorasi Gambut untuk meningkatkan serapan APBN Tahun 2018 dan merealisasikan 
prognosa penyerapan anggaran, sehingga tercapai serapan APBN Tahun 2018 minimal 
sebesar 98,5% dari total pagu anggaran Rp8.025.646.692.000,00. 
 

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Pagu RAPBN Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebesar Rp9.076.472.682.000,00 yang 
bersumber dari: 
a. Rupiah Murni sebesar Rp7.535.775.751.000,00; 
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00;  
c. Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp18.255.945.000,00; 
d. Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp335.720.286.000,00; 
e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp106.233.700.000,00; dan 
f. Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp80.487.000.000,00. 

dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut: 
a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp585.645.937.000,00; 
b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.837.312.000,00; 
c. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar 

Rp3.562.913.670.000,00;  
d. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar 

Rp1.589.553.025.000,00; 
e. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 

Rp443.634.941.000,00;  
f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar 

Rp442.985.426.000,00; 
g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar 

Rp400.556.380.000,00; 
h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp297.068.857.000,00; 
i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar 

Rp265.005.339.000,00; 
j. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya 

sebesar Rp282.282.534.000,00; 
k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar 

Rp223.159.480.000,00;  
l. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp270.854.125.000,00; 
m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 

Rp310.840.945.000,00; 
n. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp315.134.711.000,00. 

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon I sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun Anggaran 2019 sebesar 
Rp530.200.000.000,00 yang terdiri dari DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup sebesar 
Rp225.500.000.000,00 dan DAK Sub Bidang Kehutanan sebesar 
Rp304.700.000.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman 
untuk membahas kriteria teknis DAK dan alokasi perdaerah. 
 

4. Komisi IV DPR RI mendukung pogram dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan dalam rangka pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan antara 
lain: 
a. Meningkatkan usaha ekonomi melalui program perhutanan sosial, peningkatan 

investasi masyarakat, pariwisata, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); 
b. Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis Daerah Alirah Sungai (DAS) melalui 

rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan 
penegakan hukum; dan 

c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, restorasi gambut, dan 
perbaikan tata kelola kawasan hutan dalam mendukung pembangunan rendah 
karbon tahun 2020. 

 
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk memulihkan sektor lingkungan hidup dan kehutanan secara 
menyeluruh yang terdampak gempa bumi di Lombok. 

 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 13.50 WIB. 

 

 
Menteri  

Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
 

Ttd. 
 

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. 
 

Komisi IV DPR RI 
Ketua Rapat, 

 
Ttd. 

 
Drs. H. Roem Kono  

A-318 
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